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Abstrak 

 

Nama   : Anelzha Putri Azhari  

NIM   : 202110110311072 

Judul Skripsi : Kekaburan Norma dalam Pengaturan Revenge porn: 

Analisis Komparatif Pasal 14 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Section 9B of Enhancing 

Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) 

Act 2018 Australia 

Dosen Pembimbing  : 

 

 

Fenomena revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis 

elektronik menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya 

diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Seharusnya, Pasal 

14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) mampu memberikan perlindungan yang 

tegas dan menjamin kepastian hukum bagi korban. Namun, frasa 

“bermuatan seksual” masih mengandung kekaburan norma yang 

membuka ruang subjektivitas dalam penegakan hukum. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan perbandingan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

Pasal 14 UU TPKS belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum 

karena batasan maknanya tidak jelas. Sebaliknya, Section 9B of the 

Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) 

Act 2018 di Australia memiliki rumusan yang lebih rinci, meskipun tetap 

menyisakan celah multitafsir melalui frasa “any other like activity.” 

Berdasarkan teori Gustav Radbruch, Pasal 14 telah mencerminkan nilai 

keadilan dan kemanfaatan, namun masih lemah pada aspek kepastian 

hukum. Oleh karena itu, terdapat urgensi pembenahan regulasi terhadap 

Pasal 14 UU TPKS agar frasa “bermuatan seksual” dirumuskan secara 

tegas, terukur, dan selaras dengan perkembangan teknologi. Reformulasi 

ini penting untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif serta 

menjamin keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 

hukum. 

Kata Kunci: Revenge Porn, UU TPKS, Section 9B, Kepastian Hukum, Gustav 

Radbruch  

1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, M.Si., M.Hum. 

2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H. 
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Abstract 

 
Nama   : Anelzha Putri Azhari  

NIM   : 202110110311072 

Judul Skripsi : Kekaburan Norma dalam Pengaturan Revenge porn: 

Analisis Komparatif Pasal 14 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Section 9B of Enhancing 

Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) 

Act 2018 Australia 

Dosen Pembimbing  : 

 

 

The phenomenon of revenge porn as a form of electronic-based sexual 

violence shows that technological advancement has not been fully 

balanced with adequate legal protection. Ideally, Article 14 of Law 

Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) 

should provide firm protection and ensure legal certainty for victims. 

However, the phrase “sexual content” (bermuatan seksual) still contains 

normative ambiguity, opening space for subjective interpretation in law 

enforcement. This research employs a normative juridical method with 

statutory and comparative approaches. The analysis reveals that Article 

14 of the UU TPKS has not fully fulfilled the principle of legal certainty 

due to its vague formulation. In contrast, Section 9B of the Enhancing 

Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018 in 

Australia provides a clearer and more detailed definition, although it still 

leaves interpretative gaps through the phrase “any other like activity.” 

Based on Gustav Radbruch’s theory of legal values, Article 14 reflects 

justice and expediency but remains weak in ensuring legal certainty. 

Therefore, there is an urgent need for regulatory reform of Article 14 to 

clarify the meaning of “sexual content” in a more explicit and measurable 

manner, aligned with technological developments. Such reform is 

essential to ensure effective legal protection and a balance between 

justice, expediency, and legal certainty 

Keywords: Revenge Porn, UU TPKS, Section 9B, Legal Certainty, Gustav Radbruch. 
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